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Pansus III Rekomendasﬂ(an Bentuk Satgas Aset

KEBUMEN - Pansus Il DPRD
Kabupaten Kebumen mereko-
mendasikan kepada pemerintah
daerah untuk membentuk Sat-
uan Tugas (Satgas) investigasi
aset daerah di masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).

~ Hal itu d1sampa1kan pimp-
inan Pansus IIT Budi Hianto Su-
santo dalam laporan hasil pe
mbahasan Pansus III terkait rap-
erda tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada sidang pari-
‘purna, Jumat (24/2).

Budi Hianto yang melanjut-
kan paparannya dalam jumpa
pers dipandu Sekretaris DPRD
Kabupaten Kebumen Siti Khari-
sah menjelaskan, selama ini, pen-

gelolaan barang milik daerah
dinilai belum mendapatkan per-
hatian serius jika dibandingkan
dengan pengelolaan keuangan
daerah. Padahal, pengelolaan ba-
rang milik daerah sama pent-
ingnya dengan pengelolaan
keuangan daerah.

Terungkap, OPD mengalami
kendala dalam menyusun doku-
men yang menjadi alas hak dari
pemerintah daerah serta dasar
Badan Pertanahan Nasional un-
tuk mengeluarkan sertifikat atas

‘nama pemerintah daerah. Pada

masa lalu, proses pengadaan
tanah juga tidak mempedomani
tertib administrasi dengan benar,
sehingga dokumen-dokumen
pendukung pun tidak jelas.

di OPD yang menangam pen-

i- ini hanya

gelolaan barang milik daerah.”
imbuh Budi.

Sesuai data tahun 2015 ba-
rang milik daerah yang berupa
tanah sebanyak 1.933 bidang.
Dari jumlah tersebut, pada saat

ini yang belum bersertifikat

mencapai 1.199 bidang. Sedang-
kan pemerintah daerah selama
menyertifikatkan
tanah sekitar 20 bidang setiap
tahunnya. Sehingga butuh wak-
tu lebih dari 50 tahun untuk
menyelesaikannya.

Lebih lanjut, laporan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) se-
tiap tahunnya juga selalu ada
temuan hasil pemeriksaan ter-
hadap pengelolaan barang milik
daerah.® SMNetwork/K’J'-ud




